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Abstract

This study aims to analyze the role of enhancing the capability of Government Internal Supervisory Apparatus
(APIP) in preventing corruption in Indonesia. Through a literature review method, this research examines various
scientific articles, regulations, and relevant reports to understand the challenges, opportunities, and strategies
needed to strengthen the role of APIP. Based on the Internal Audit Capability Model (IA-CM), many APIP units
in Indonesia are still at a low capability level, hindering their effectiveness in detecting and preventing corruption.
Several studies show that capability improvement through comprehensive training from BPKP has successfully
enhanced supervision effectiveness in several regions. However, challenges such as lack of managerial support,
limited budgets, and insufficient technological infrastructure remain obstacles that need to be addressed. This
study also finds that the implementation of technologies such as Continuous Auditing (CA) can improve
supervision, but better training and technical support are needed. Managerial support and synergy between APIP
and law enforcement agencies are also key to ensuring effective supervision. The study recommends that BPKP
strengthen its training programs and technology development for APIP, while APIP is advised to improve
competence, work ethics, and maximize the use of technology in carrying out supervisory duties. Therefore,
enhancing APIP capabilities is expected to significantly contribute to corruption prevention efforts in Indonesia..
Keywords: APIP Capability, Corruption Prevention, Supervision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui metode kajian literatur, penelitian ini mengkaji
berbagai artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan yang relevan untuk memahami tantangan,
peluang, dan strategi yang diperlukan guna memperkuat peran APIP. Berdasarkan Internal Audit Capability Model
(IA-CM), banyak APIP di Indonesia masih berada pada level kapabilitas yang rendah, yang menghambat efektivitas
mereka dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas,
melalui pembinaan yang komprehensif dari BPKP, berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan di beberapa
daerah. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan anggaran, dan minimnya
infrastruktur teknologi menjadi kendala yang harus diatasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan
teknologi seperti Continuous Auditing (CA) dapat membantu meningkatkan pengawasan, namun diperlukan
pelatihan dan dukungan teknis yang lebih baik. Dukungan manajemen dan sinergi antara APIP dengan lembaga
penegak hukum juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyarankan agar
BPKP memperkuat program pembinaan dan pengembangan teknologi bagi APIP, sementara APIP disarankan untuk
meningkatkan kompetensi, etika kerja, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam menjalankan tugas
pengawasan. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP diharapkan dapat secara signifikan berkontribusi
pada upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kapabilitas APIP, Pencegahan Korupsi, Pengawasan

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi masalah besar di sektor pemerintahan Indonesia, meskipun
berbagai reformasi telah dilakukan. Sejak era reformasi bergulir, berbagai upaya untuk
memperbaiki tata kelola pemerintahan telah diimplementasikan. Namun, kasus-kasus korupsi
masih terus terungkap, baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan Indonesian Corruption
Watch (ICW) pada tahun 2022 mencatat 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak
hukum, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp47,75 triliun (Anandya & Easter, 2023).
Data ini menyoroti bahwa meskipun ada berbagai upaya perbaikan, lemahnya pengawasan dan
kontrol internal pemerintah masih menjadi salah satu penyebab utama maraknya korupsi di
Indonesia.
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Korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di pemerintahan daerah. Salah satu
contoh nyata adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti oleh
KPK pada tahun 2023 (Sulistyo, 2023). Ini merupakan bukti bahwa korupsi telah merasuki
semua tingkatan pemerintahan, dan lemahnya sistem pengawasan internal memfasilitasi
terjadinya penyimpangan ini. Menurut data dari KPK, dari tahun 2004 hingga Januari 2023,
sebanyak 155 bupati/walikota dan 23 gubernur telah ditangkap terkait kasus korupsi (Komisi
Pemberantasan Korupsi, 2023). Ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan
internal di pemerintahan, yang memungkinkan perilaku koruptif berkembang.

Lemahnya pengawasan di tingkat daerah disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya
adalah rendahnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai bagian
dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP memiliki tugas penting dalam
memastikan agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
efisien, dan efektif. Namun, peran ini sering kali tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya
kompetensi dan dukungan teknologi yang memadai. Menurut Dewi (2023), kurangnya
dukungan teknologi dalam sistem pengawasan internal menyebabkan penurunan efektivitas
pengawasan dan membuat tindakan pencegahan korupsi menjadi lemah. Selain itu,
perkembangan teknologi yang pesat belum diadopsi secara optimal dalam sistem pengawasan
internal. Menurut Harahap et al. (2024), penggunaan audit berkelanjutan dan e-government
sangat penting dalam memperkuat pengawasan, namun banyak APIP yang masih belum
mengintegrasikan teknologi ini dalam tugas sehari-hari mereka. Akibatnya, banyak potensi
penyimpangan yang tidak terdeteksi hingga mencapai tahap yang lebih serius. Ini
mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapabilitas APIP agar mampu
memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dalam pencegahan korupsi.

Dari sisi manajemen, dukungan terhadap peningkatan kapabilitas APIP juga masih
kurang. Penelitian oleh Febriantini et al. (2024) menyoroti bahwa dukungan dari pimpinan
pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap efektivitas APIP dalam melaksanakan
tugasnya. Ketika dukungan ini tidak memadai, sulit bagi APIP untuk menjalankan pengawasan
yang efektif, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi, seperti pengadaan barang
dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapabilitas
APIP dan mendukung adopsi teknologi dalam rangka memperkuat pengawasan internal
pemerintah.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengawasan internal yang
dilakukan oleh APIP di pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Rendahnya kapabilitas APIP dan kurangnya adopsi teknologi dalam sistem pengawasan
menyebabkan pengawasan tidak efektif, sehingga memberikan celah bagi praktik korupsi.
Topik ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat urgensinya dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan
antara kapabilitas APIP dan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang berfokus pada pengawasan internal dan kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik di
tingkat daerah maupun nasional. Bakri et al. (2019) dan Maradesa et al. (2020) memfokuskan
penelitian mereka pada efektivitas pengawasan internal di tingkat daerah melalui studi kasus.
Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi APIP di daerah, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta pelatihan yang belum memadai. Studi
mereka berfokus pada faktor-faktor internal yang memengaruhi kinerja APIP, seperti
kompetensi individu dan manajemen risiko, tetapi terbatas pada kasus atau daerah tertentu
sehingga belum memberikan gambaran yang lebih luas tentang peran APIP di tingkat nasional.

Di sisi lain, Sumanti (2020) memberikan perspektif yang lebih luas dengan meneliti
kapabilitas APIP di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengadopsi Internal Audit Capability Model
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(IA-CM) dan mencatat bahwa peningkatan kapabilitas APIP memiliki dampak signifikan dalam
memperbaiki pengawasan di tingkat daerah. Meskipun penelitian Sumanti mencakup area yang
lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya, studi ini tetap berfokus pada satu provinsi,
sehingga masih terdapat keterbatasan dalam generalisasi hasilnya untuk konteks nasional.
Sementara itu, Dudy & Ashady (2023) and Febriantini et al. (2024) menggeser fokus pada
pengaruh teknologi dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Mereka menyoroti pentingnya
penerapan Continuous Auditing (CA) dan teknologi informasi dalam mempercepat proses audit
serta meningkatkan akurasi dalam deteksi korupsi. Namun, kajian-kajian ini belum
mengeksplorasi dampak implementasi teknologi secara nasional dan belum menganalisis
bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan dengan manajemen risiko dan tata kelola
yang lebih luas. Studi mereka juga menunjukkan bahwa meskipun teknologi memiliki potensi
besar untuk memperkuat pengawasan, masih terdapat tantangan terkait adopsi teknologi yang
belum terpecahkan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital di kalangan
auditor internal. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti berbagai
aspek penting dalam peningkatan kapabilitas APIP, seperti kompetensi, manajemen risiko, dan
teknologi. Namun, masih terdapat gap dalam hal integrasi antara elemen teknologi dengan
pengawasan internal secara komprehensif serta kajian yang mencakup skala nasional untuk
memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kapabilitas APIP di seluruh Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan gambaran yang lebih
mendalam mengenai bagaimana peningkatan kapabilitas APIP dapat berkontribusi pada
pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh
mana adopsi teknologi dan pengembangan kompetensi APIP dapat memperkuat sistem
pengawasan internal di tingkat pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini akan
menawarkan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor publik.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan komprehensif
dalam memahami kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara nasional.
Jika penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Bakri et al. (2019) dan Maradesa et al.
(2020), cenderung terbatas pada studi kasus di wilayah atau instansi tertentu, penelitian ini
berusaha untuk memberikan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai kapabilitas APIP di
seluruh Indonesia. Hal ini penting karena studi yang berbasis pada satu wilayah saja tidak
memberikan gambaran menyeluruh tentang keragaman kapabilitas APIP di berbagai daerah
yang memiliki tantangan berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pengembangan kapabilitas APIP di
tingkat nasional. Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya teknologi, khususnya penerapan
Continuous Auditing (CA) dan e-government, sebagai alat kunci untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan internal. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada
faktor-faktor internal seperti kompetensi auditor, dukungan manajerial, atau penerapan model
Internal Audit Capability Model (IA-CM) tanpa secara mendalam meneliti peran teknologi
dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Misalnya, penelitian oleh Sarjono & Sulistiadi (2018)
dan Sumanti (2020) menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas melalui pelatihan dan
pembinaan, namun tidak secara eksplisit membahas bagaimana teknologi dapat mempercepat
dan memperkuat pengawasan. Khairunnisa et al. (2023) mengulas kesiapan APIP dalam
mengimplementasikan audit berkelanjutan, tetapi penelitian ini masih terbatas pada kesiapan
teknis dan belum mengulas integrasi teknologi dalam tata kelola pengawasan secara
keseluruhan.

Penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur yang ada dengan mengeksplorasi
bagaimana teknologi seperti CA dan e-government dapat digunakan secara optimal untuk
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mendeteksi korupsi secara real-time dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara. Dengan menggabungkan teknologi modern ke dalam model pengawasan tradisional,
penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kapabilitas APIP dapat
ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dalam bidang pengawasan internal,
pencegahan korupsi, dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP). Salah satu kontribusi utamanya adalah fokus pada integrasi teknologi, seperti
Continuous Auditing (CA) dan e-government, yang selama ini kurang mendapat perhatian
dalam studi-studi sebelumnya. Dengan mengkaji bagaimana teknologi dapat diadopsi untuk
memperkuat pengawasan, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran teknologi
dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor pemerintahan. Teknologi tidak hanya
mempercepat proses audit, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi pengawasan,
sehingga dapat mendorong efektivitas APIP. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan
wawasan baru terkait Internal Audit Capability Model (IA-CM), dengan fokus pada kapabilitas
APIP di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada wilayah tertentu
atau pendekatan kasus, sementara penelitian ini mencoba menawarkan perspektif yang lebih
komprehensif, baik dari segi teknologi maupun kapabilitas pengawasan secara nasional.
Penelitian ini jJuga menyoroti pentingnya dukungan manajerial dan sinergi antar-lembaga dalam
mengoptimalkan pengawasan internal, yang juga dapat membuka ruang bagi kajian-kajian lebih
lanjut terkait faktor-faktor non-teknologi yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan arahan yang jelas bagi
pemerintah dalam menyusun strategi peningkatan kapabilitas APIP secara lebih menyeluruh
dan efektif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan penguatan pengawasan internal di sektor pemerintahan. Dengan
berfokus pada peningkatan kapabilitas APIP, baik melalui pelatihan maupun adopsi teknologi,
kebijakan yang lebih terarah dapat dirumuskan untuk memastikan pencegahan korupsi lebih
efektif dan pengawasan internal yang lebih akurat. Pemerintah dapat memperkuat sinergi antara
APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga penegak hukum
dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, sehingga tercipta lingkungan pemerintahan yang
lebih transparan dan akuntabel.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia didesain untuk mendukung
tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, selaras dengan prinsip good public governance
dan konsep teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman et al. (2020). Dalam
pendekatan ini, APIP diharapkan dapat mengelola hubungan dan kepentingan dari berbagai
pihak yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal,
seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta (Freeman et al., 2021). SPIP, yang diatur
oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008, bertujuan untuk menciptakan sistem kontrol yang meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara (Peraturan Pemerintah RI,
2008; Undang-Undang RI, 2004).

Dalam kerangka good public governance, APIP memainkan peran pengawasan utama
yang selaras dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Chien & Thanh (2022)
menekankan pentingnya akuntabilitas dan responsivitas dalam meningkatkan kepercayaan
publik terhadap layanan pemerintah, sebuah prinsip yang sangat relevan bagi fungsi APIP
dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kontrol internal yang berlaku. Dalam hal
ini, APIP diharapkan mampu tidak hanya menjalankan pengawasan secara teknis, tetapi juga
berfungsi sebagai agen perubahan yang menjaga kepercayaan publik dengan memastikan
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bahwa setiap kebijakan pemerintah memenuhi kepentingan masyarakat sebagai pemangku
kepentingan utama

Selain itu, Mahajan et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas
pengawas internal untuk mendeteksi risiko secara dini dan memitigasi potensi pelanggaran.
Dalam konteks Indonesia, kapabilitas APIP menjadi tantangan besar, di mana Peraturan Kepala
BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menekankan perlunya peningkatan kapabilitas yang berkelanjutan
(Peraturan BPKP, 2021). Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM), kapabilitas
APIP saat ini masih berada pada level dasar atau ad-hoc di beberapa daerah, seperti yang
ditemukan Firmansyah et al. (2022) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas. Kondisi ini
menuntut peningkatan kapabilitas menuju level 3 dalam RPJMN, yang memungkinkan
pengawasan berbasis risiko yang lebih terstruktur dan integratif

APIP juga memiliki peran dalam memastikan partisipasi publik dalam pengawasan,
sejalan dengan pernyatan Assoum & Alinsato (2023) bahwa tata kelola yang melibatkan
pemangku kepentingan dalam audit internal berkontribusi pada peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah. Nguyen et al. (2024) menambahkan bahwa akuntabilitas dan
transparansi pemerintah secara langsung berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap
layanan digital pemerintah (e-government), yang menjadi salah satu sarana APIP dalam
menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa
pengawasan APIP dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi untuk membuka akses
informasi yang lebih transparan dan akuntabel bagi publik

Selain peran pengawasan, SPIP juga berfungsi sebagai "sistem imun" dalam tata kelola
yang baik, yang menurut Su et al. (2023) meliputi pencegahan, deteksi, dan penanganan
terhadap praktik-praktik koruptif. Melalui peran ini, APIP dapat memberikan peringatan dini
terkait risiko yang mungkin timbul, serta memperkuat akuntabilitas melalui pengawasan yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prakasa et al. (2022) menambahkan bahwa dalam
konteks Indonesia, penerapan e-procurement sebagai bagian dari pengawasan dapat
memperkuat tata kelola pengadaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi
penggunaan anggaran. Dengan demikian, APIP berperan penting dalam memastikan bahwa
pengadaan publik dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, yang sejalan
dengan tujuan good public governance.

Dengan keterlibatan aktif dalam pengawasan yang berorientasi pada kepentingan
publik, APIP dapat memainkan peran sentral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang
responsif dan transparan, menjaga aset negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sejalan dengan konsep Teori Pemangku Kepentingan dan prinsip good public governance,
peran APIP ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan
efektif dalam memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan dalam peningkatan kapabilitas APIP di berbagai instansi pemerintah telah
diidentifikasi dalam beberapa studi. Sarjono & Sulistiadi (2018) menyimpulkan bahwa upaya
peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhambat oleh
faktor-faktor seperti komunikasi yang tidak efektif, kurangnya anggaran, dan kurangnya
internalisasi kebijakan. Penelitian ini menyoroti pentingnya program sosialisasi yang konsisten
dan pembuatan Standard Operating Procedures (SOP) untuk memperkuat internalisasi
kebijakan dan evaluasi program yang berkelanjutan. Dudy & Ashady (2023) juga menekankan
pentingnya anggaran yang cukup dan pelatihan yang memadai bagi APIP untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan internal.

Di sisi lain, ada juga beberapa daerah yang berhasil dalam peningkatan kapabilitas APIP
melalui penerapan IA-CM. Sumanti (2020) mencatat bahwa di Provinsi Aceh, 67% APIP
mengalami peningkatan kapabilitas yang signifikan setelah mendapatkan pembinaan yang
komprehensif dari BPKP. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang berkelanjutan dapat
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memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kemampuan APIP untuk
mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di tingkat daerah. Dewi (2023) mendukung temuan
ini dengan menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan secara intensif dan terstruktur sangat
efektif dalam meningkatkan kapabilitas pengawas internal di berbagai daerah.

Selain kendala dalam hal manajemen, penggunaan teknologi juga menjadi aspek
penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan kapabilitas APIP. Khairunnisa et al. (2023)
mengeksplorasi kesiapan APIP dalam mengimplementasikan Continuous Auditing (CA),
sebuah pendekatan audit berbasis teknologi yang memungkinkan auditor untuk melakukan
pemantauan secara real-time terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Meskipun sebagian
besar APIP di Indonesia menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi CA, masih terdapat kendala
yang signifikan terkait keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan teknis.
Umar et al. (2021) juga menegaskan bahwa meskipun pengendalian internal berbasis teknologi
telah diperkenalkan, implementasinya belum cukup optimal dalam memperkuat integritas dan
mencegah penyimpangan.

Dukungan manajemen dan kepemimpinan yang kuat juga menjadi kunci sukses dalam
meningkatkan kapabilitas APIP. Metalia et al. (2020) menemukan bahwa kompetensi,
objektivitas, dan integritas auditor internal sangat dipengaruhi oleh dukungan manajerial yang
kuat. Tanpa dukungan yang cukup dari manajemen, efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi
pengawasan akan sangat terbatas. Penelitian ini sejalan dengan temuan Kamal & Nasarudin
(2020), yang menyoroti pentingnya sinergi antara APIP, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam meningkatkan
efektivitas pengawasan di sektor pengadaan.

Selain dukungan struktural, penting juga untuk membangun budaya organisasi yang
mendukung integritas. Budirahardjo & Baskara (2019) mengemukakan bahwa "tone at the top"
yang kuat—yakni kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan transparansi—dapat
membantu mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. Amran (2022) menambahkan bahwa
faktor-faktor seperti disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi juga memainkan peran
penting dalam mendorong kinerja APIP yang lebih baik. Dengan lingkungan kerja yang
mendukung dan disiplin yang tinggi, auditor akan lebih termotivasi untuk menjalankan
pengawasan secara efektif Secara keseluruhan, literatur yang telah ditinjau menunjukkan bahwa
peningkatan kapabilitas APIP tidak hanya memerlukan peningkatan keterampilan teknis, tetapi
juga dukungan dari berbagai aspek, termasuk manajemen, teknologi, dan budaya organisasi.
Abadi (2023) menyoroti pentingnya Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat
untuk memantau kinerja APIP secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang
diperlukan untuk perbaikan. Dengan adanya MCP, pengawasan terhadap implementasi SPIP
dan kinerja APIP dapat lebih efektif, sehingga potensi korupsi dapat ditekan lebih baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode kajian
pustaka atau literature review, yang mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber yang
relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-
undangan, artikel ilmiah, laporan dari lembaga independen, dan berita yang tersedia di situs
web yang dapat dipercaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
mengkaji hubungan antara peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dan pencegahan korupsi di Indonesia dengan cara menganalisis hasil penelitian
sebelumnya dan mendiskusikan kebijakan terkait.

Peneliti melakukan seleksi terhadap artikel-artikel yang diterbitkan dalam periode
waktu 2017-2023 untuk mengidentifikasi tren, hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kapabilitas APIP. Artikel yang dipilih dikaji berdasarkan relevansi dengan topik penelitian,
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kualitas metodologi yang digunakan, dan kejelasan dalam menyajikan data. Fokus utama
penelitian ini adalah melihat bagaimana berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi
tantangan, solusi, dan rekomendasi terkait peningkatan kapabilitas APIP dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi.

Selain itu, peneliti melakukan analisis komparatif dengan membandingkan hasil-hasil
penelitian yang berbeda untuk melihat kesamaan dan perbedaan dalam temuan, serta
mengidentifikasi gap yang mungkin ada dalam literatur yang ada. Metode ini memastikan
bahwa penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis dan empiris yang kuat, serta memberikan
kontribusi dalam memahami bagaimana peningkatan kapabilitas APIP dapat berpengaruh
terhadap upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Sarjono & Sulistiadi (2018) membahas kendala dan rekomendasi peningkatan
kapabilitas APIP di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa
hambatan, seperti komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan anggaran, serta kurangnya
internalisasi kebijakan, menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP,
Rekomendasi yang diajukan termasuk sosialisasi yang lebih baik, pembuatan SOP, dan evaluasi
program secara berkala untuk memastikan peningkatan kapabilitas APIP dapat berjalan secara
efektif. Khairunnisa et al. (2023) mengevaluasi kesiapan APIP di Indonesia dalam menerapkan
audit berkelanjutan (Continuous Auditing). Penelitian ini menunjukkan bahwa APIP telah siap
untuk melaksanakan CA, namun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan
dukungan teknologi. Artikel ini juga menyoroti bahwa CA merupakan salah satu strategi
penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal, tetapi implementasinya
membutuhkan peningkatan kapabilitas teknis dan dukungan sistem informasi yang lebih baik.

Sumanti (2020) berfokus pada penerapan Internal Audit Capability Model (IA-CM) di
Aceh. Penelitian ini mencatat bahwa 67% APIP di Aceh mengalami peningkatan kapabilitas
berkat pembinaan intensif oleh BPKP. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembinaan yang
tepat dan berkelanjutan dapat berdampak positif pada efektivitas pengawasan internal di tingkat
daerah, terutama dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Metalia et al. (2020) menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi kinerja APIP, seperti kompetensi, objektivitas, dan integritas.
Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan manajemen yang kuat dalam meningkatkan
kinerja APIP, namun tidak secara spesifik membahas bagaimana peningkatan kapabilitas APIP
dapat dilakukan. Artikel ini memberikan wawasan bahwa manajemen yang lebih baik dapat
memperkuat peran pengawasan internal APIP di berbagai sektor pemerintahan.

Fathini et al. (2017) menyajikan analisis kinerja APIP berdasarkan perspektif
kapabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kapabilitas APIP sangat penting dalam
mencegah korupsi, masih banyak aspek pengawasan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini
juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pembinaan yang lebih baik untuk
memperkuat peran APIP dalam mencegah penyimpangan. Kamal & Nasarudin (2020)
membahas strategi perencanaan audit internal di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu sektor yang paling
rawan terhadap korupsi, dan audit internal yang baik dapat menjadi strategi kunci dalam
mencegah penyimpangan. Artikel ini juga merekomendasikan sinergi antara APIP, LKPP, dan
aparat penegak hukum (APH) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor ini, dengan
tetap menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas APIP.

Amran (2022) meneliti pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap
kinerja APIP di Inspektorat Kabupaten Bungo. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor
tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja APIP, baik secara simultan
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maupun parsial, yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik dan disiplin yang kuat
dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Rumihin et al. (2023) membahas aspek hukum terkait kewenangan APIP dalam menetapkan
kerugian keuangan negara yang menjadi dasar pemeriksaan kasus korupsi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa meskipun APIP memiliki peran penting dalam proses audit internal,
penetapan kerugian negara secara resmi hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang diberi
kewenangan oleh konstitusi. Artikel ini menyoroti batasan wewenang APIP dalam hal tersebut,
yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan internal terkait korupsi.

Umar et al. (2021) memaparkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah,
meskipun mampu memengaruhi beberapa faktor yang berhubungan dengan korupsi, belum
cukup efektif dalam memperkuat integritas dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan.
Artikel ini mengusulkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal dan pengawasan untuk
memperkuat peran APIP dalam meminimalkan risiko korupsi melalui pendekatan Fraud Star.
Abadi (2023) mengevaluasi efektivitas Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP) KPK dalam
mengawasi Kkinerja APIP di Provinsi Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa MCP KPK
memainkan peran penting dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh APIP, meskipun
masih ada beberapa tantangan dalam hal koordinasi dan integrasi sistem pengawasan di tingkat
daerah.

Budirahardjo & Baskara (2019) berfokus pada peran APIP dalam membangun tone at
the top yang kuat untuk mencegah korupsi. Penelitian ini menekankan bahwa kepemimpinan
yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung integritas adalah elemen penting yang harus
diperkuat oleh APIP untuk mendukung pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan.
Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa APIP di Inspektorat Kabupaten Banyumas berada
pada level awal dalam IA-CM, yang menunjukkan bahwa kapabilitas mereka dalam mendeteksi
dan mencegah korupsi masih sangat terbatas. Peningkatan signifikan diperlukan agar APIP
dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan mencapai level yang lebih tinggi
dalam IA-CM.

Pembahasan

Dari 12 artikel yang dianalisis, berbagai perspektif dan tantangan diidentifikasi terkait
dengan pengembangan kapabilitas APIP, yang mencakup dukungan struktural, manajemen,
adopsi teknologi, dan pembinaan berkelanjutan. Dalam bagian ini, temuan-temuan tersebut
diulas secara lebih mendalam dan sistematis.

Kapabilitas APIP dan Efektivitas Pengawasan Internal

Kapabilitas APIP menjadi faktor utama dalam efektivitas pengawasan internal yang
berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Berdasarkan penelitian
Firmansyah et al. (2022), kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Banyumas masih berada
pada level 1 dalam model Internal Audit Capability Model (IA-CM), yang menandakan
pengawasan internal masih bersifat ad-hoc dan tidak terstruktur. Level ini menunjukkan bahwa
APIP belum mampu mendeteksi korupsi atau penyimpangan secara efektif, terutama dalam
konteks yang membutuhkan analisis risiko. Peningkatan kapabilitas ini menjadi krusial untuk
mendorong pengawasan yang lebih komprehensif.

Sebaliknya, di Provinsi Aceh, Sumanti (2020) menemukan bahwa penerapan IA-CM
dan pembinaan berkelanjutan oleh BPKP telah menunjukkan peningkatan yang signifikan
dalam kapabilitas APIP, dengan 67% auditor menunjukkan perkembangan dalam kompetensi
pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan,
seperti yang diterapkan BPKP, memiliki dampak positif pada kapabilitas pengawasan internal
APIP. Pembinaan ini bukan hanya membantu APIP dalam meningkatkan keterampilan
pengawasan teknis tetapi juga memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola
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yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang semakin memperkuat upaya deteksi dini
terhadap potensi risiko penyimpangan di tingkat lokal.

Meskipun pembinaan ini penting, terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan
kapabilitas APIP secara menyeluruh. Sarjono & Sulistiadi (2018) mencatat bahwa di
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, upaya peningkatan kapabilitas sering kali
terhambat oleh kurangnya anggaran, komunikasi internal yang kurang efektif, dan kurangnya
internalisasi kebijakan pengawasan. Tanpa dukungan struktural dari manajemen, upaya
penguatan pengawasan internal ini akan terus menghadapi hambatan. Sejalan dengan
pandangan Freeman et al. (2021), dukungan manajemen yang kuat dapat mendorong
terciptanya lingkungan yang mendukung fungsi pengawasan, di mana APIP dapat berperan
efektif dalam mendeteksi penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara.

Tantangan dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Hambatan struktural dalam peningkatan kapabilitas APIP sering kali diakibatkan oleh
keterbatasan dukungan manajemen, yang berperan penting dalam efektivitas pengawasan
internal. Metalia et al. (2020) menemukan bahwa kompetensi, objektivitas, dan integritas
auditor internal sangat dipengaruhi oleh dukungan manajerial. Tanpa dukungan ini, APIP tidak
dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif, terutama dalam konteks good public
governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
publik. Assoum & Alinsato (2023) menekankan pentingnya dukungan yang kuat dari
manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan budaya kerja yang
kondusif dalam organisasi pemerintah.

Selain dukungan manajemen, kendala lainnya termasuk kekurangan sumber daya dan
pelatihan yang memadai. Fathini et al. (2017) menemukan bahwa keterbatasan ini sering kali
menghambat upaya pengawasan APIP dalam mencegah korupsi dan mendeteksi penyimpangan
secara dini. Dalam konteks ini, Chien & Thanh (2022) dan Nguyen et al. (2024) menekankan
pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk memastikan auditor internal memiliki keterampilan
yang dibutuhkan untuk mengelola dan mendeteksi risiko dengan lebih baik. Dengan demikian,
pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama bagi manajemen, guna mendukung
peningkatan kompetensi APIP dalam mengawasi proses-proses kritis pemerintahan.

Amran (2022) juga menyoroti bahwa faktor-faktor seperti disiplin kerja, lingkungan yang
mendukung, dan motivasi turut mempengaruhi efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi
pengawasannya. Lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan dari manajemen tidak hanya
memperkuat motivasi auditor tetapi juga mempengaruhi komitmen mereka dalam menjalankan
pengawasan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang positif
adalah langkah penting untuk memastikan bahwa auditor internal dapat beroperasi secara
optimal dalam mendeteksi dan mengurangi risiko di pemerintahan.

Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kapabilitas

Penggunaan teknologi dalam pengawasan internal menjadi kunci dalam memperkuat
kapabilitas APIP, terutama di era digital saat ini. Khairunnisa et al. (2023) menemukan bahwa
penerapan continuous auditing (CA), sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk
melakukan audit secara real-time, dapat membantu APIP dalam mengidentifikasi anomali atau
praktik korupsi dengan cepat dan akurat. Dalam perspektif Freeman et al. (2020), penggunaan
teknologi ini adalah bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan untuk
pengawasan yang lebih transparan dan responsif. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi
dan pelatihan masih menjadi kendala dalam mengimplementasikan CA secara efektif di banyak
instansi pemerintah.

Selain itu, Harahap et al. (2024) mencatat bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan
bukan hanya berfungsi untuk deteksi dini terhadap penyimpangan tetapi juga memperkuat
integritas dan tata kelola. Teknologi memungkinkan auditor untuk memonitor transaksi secara
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berkelanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, penelitian
Umar et al. (2021) menunjukkan bahwa teknologi CA akan berjalan optimal jika APIP
diberikan pelatihan yang relevan agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam
mengoperasikan teknologi tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Mahajan et al. (2023)
menekankan bahwa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, dukungan manajemen dan
pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pengembangan keterampilan teknis sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa APIP dapat menggunakan teknologi secara maksimal.
Tanpa pelatihan yang memadai, potensi penuh dari CA dan teknologi digital lainnya dalam
pengawasan tidak akan tercapai, sehingga menghambat efektivitas pengawasan internal APIP.
Dukungan Manajemen dalam Penguatan Kapabilitas

Dukungan manajemen sangat menentukan dalam pengembangan kapabilitas APIP.
Metalia et al. (2020) menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal sangat tergantung pada
dukungan yang diberikan oleh manajemen. Manajemen yang memberikan arahan dan sumber
daya yang cukup dapat mendorong auditor untuk bekerja lebih efektif dalam fungsi
pengawasan. Assoum & Alinsato (2023) menekankan bahwa dukungan manajemen tidak hanya
meningkatkan efektivitas auditor tetapi juga membantu menciptakan budaya kerja yang
kondusif bagi pengawasan internal yang berkelanjutan.

Selain dukungan langsung, kolaborasi lintas lembaga juga penting dalam memperkuat
kapabilitas APIP. Prakasa et al. (2022) menyoroti pentingnya sinergi antara APIP, LKPP, dan
Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah korupsi, terutama di sektor pengadaan publik.
Manajemen harus memfasilitasi kolaborasi ini untuk memastikan pengawasan yang lebih
terpadu dan terpadu. Kolaborasi ini juga sejalan dengan prinsip good public governance, yang
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Freeman et al. (2021) juga menekankan pentingnya "tone at the top" atau keteladanan di
tingkat manajemen atas dalam membangun budaya integritas. Budirahardjo & Baskara (2019)
menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat di tingkat atas dapat menciptakan lingkungan
yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap karyawan termotivasi untuk
menjalankan peran mereka dengan integritas. Dengan dukungan penuh dari manajemen, APIP
dapat lebih efektif dalam menjalankan pengawasan internal dan mendeteksi potensi
penyimpangan secara proaktif.

Penegakan Hukum dan Sinergi Lintas Lembaga

Di luar penguatan internal, penegakan hukum dan sinergi lintas lembaga memainkan
peran penting dalam peningkatan kapabilitas APIP. Su et al. (2023) menekankan pentingnya
koordinasi yang kuat di dalam organisasi publik seperti di Indonesia yang dilakukan antara
APIP dan lembaga audit lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan
penanganan kasus korupsi berjalan efektif. Koordinasi ini membantu dalam berbagi informasi
penting dan memperkuat mekanisme pengawasan sehingga setiap penyimpangan dapat
ditangani dengan lebih efisien.

Selain koordinasi antar-lembaga, Abadi (2023) mengemukakan bahwa Monitoring
Center for Prevention (MCP) berperan penting dalam memantau kinerja APIP secara
berkelanjutan. Dengan adanya MCP, kinerja APIP dalam pencegahan korupsi dapat dievaluasi
dan ditingkatkan secara berkala, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Pemantauan yang
berkesinambungan ini memungkinkan APIP untuk memberikan respon cepat terhadap potensi
risiko yang muncul, sekaligus memberikan panduan bagi auditor dalam melaksanakan tugas
pengawasan mereka.

Mahajan et al. (2023) menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas APIP tidak dapat
dicapai hanya dengan pelatihan teknis, tetapi juga memerlukan komitmen bersama dari seluruh
lapisan organisasi, dukungan teknologi yang tepat, serta sinergi dengan lembaga-lembaga
lainnya. Dengan komitmen dan dukungan lintas lembaga, kapabilitas APIP dapat ditingkatkan
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secara signifikan, mendukung pengawasan yang lebih baik dan mendorong tercapainya tata
kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

PENUTUP
Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam mendukung pencegahan korupsi di Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa banyak APIP yang masih berada pada level
rendah dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), yang menyebabkan keterbatasan
dalam mendeteksi dan mencegah korupsi secara efektif. Namun, penerapan model ini di
beberapa daerah menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas yang konsisten, termasuk
pembinaan dan pengembangan keterampilan, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap
penguatan pengawasan internal. Selain itu, tantangan seperti kurangnya dukungan manajemen,
keterbatasan teknologi, dan minimnya pelatihan merupakan hambatan yang perlu diatasi untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan APIP secara keseluruhan.

Saran

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan tidak menggunakan data empiris
langsung dari lapangan. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk memberikan
pandangan yang komprehensif tentang implementasi kapabilitas APIP dalam berbagai konteks.
Selain itu, literatur yang dikaji terbatas pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu
2017-2023, sehingga mungkin tidak mencakup perkembangan terbaru dalam pengawasan
internal. Penelitian ini juga tidak secara mendalam membahas perbedaan antara instansi
pemerintah yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi kapabilitas dan peran APIP. Penelitian
berikutnya disarankan untuk melibatkan studi empiris yang mencakup wawancara atau survei
terhadap APIP di berbagai instansi pemerintahan untuk memahami tantangan dan kebutuhan
mereka secara lebih spesifik. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa berfokus pada evaluasi
dampak implementasi teknologi seperti Continuous Auditing (CA) dalam meningkatkan
efektivitas pengawasan, serta bagaimana kolaborasi antara APIP dan lembaga penegak hukum
dapat diperkuat untuk meminimalisasi potensi korupsi. Studi tentang pengaruh program
pembinaan yang dilakukan oleh BPKP terhadap kapabilitas APIP di wilayah-wilayah tertentu
juga penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

BPKP disarankan untuk memperkuat program pembinaan bagi APIP di seluruh
Indonesia, terutama bagi instansi yang kapabilitasnya masih berada pada level rendah.
Pembinaan ini harus mencakup peningkatan keterampilan teknis, manajemen risiko, serta
penggunaan teknologi pengawasan. Selain itu, BPKP perlu mendorong adopsi Continuous
Auditing (CA) di berbagai instansi pemerintahan dengan menyediakan pelatihan dan dukungan
teknis yang memadai. Penggunaan teknologi informasi yang lebih maju diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan APIP dalam mendeteksi korupsi secara real-time. Selanjtunya,
BPKP perlu memperkuat koordinasi antara APIP dengan LKPP dan Aparat Penegak Hukum
(APH) dalam pengawasan di sektor pengadaan barang dan jasa. Sinergi yang lebih baik akan
memperkuat pengawasan dan meminimalisasi celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk
korupsi.

Sementara itu, APIP harus fokus pada peningkatan kompetensi teknis dan etika kerja
para auditor internal melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk
memastikan bahwa auditor memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola yang baik dan
prinsip-prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengawasan. APIP juga disarankan untuk
mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam sistem pengawasan mereka, seperti audit
berbasis data dan pemantauan real-time. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Page | 443



JURNALKU
Volume 4 No.4, 2024

.00

pengawasan serta mempercepat deteksi penyimpangan atau risiko yang dapat menimbulkan
korupsi..
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